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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang

MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang MNomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Momor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DFRD) Kota
Palembang bersama Walikota telah menyempumakan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan NMomor S/KPTSAY2008
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturanb Walikota Palembang
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008;

. bahwa penyempumaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2008 tidak

bertentang dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu menetapkan membentukan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Palembang Tahun Anggaran 2008.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomar 1821);

. Undang-Undang Momor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Rl
Momor 3569) ;

. Undang-Undang MNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan.Retribusi Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1897 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Megara RI Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 4048) ;
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Undang-Undang Momor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Rl Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3688) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Megara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Megara Rl Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3851) .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Megara RI Nomor 4286) ;

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355) ;

Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara Rl Tahun 2004
Momor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Megara (Lembaran
Megara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI
Momor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rl Momor 4421);
Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Rl Tahun 2004 Momor 125, Tambahan
Lembaran MNegara Rl Momor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penstapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Megara Rl Nomor 4438}

Peraturan Pemerintah Momor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahn Daerah
(Lembaran Megara Rl Tahun 2001 Nomeor 41, Tambahan
Lembaran Megara Rl Nomor 4080) ;

Peraturan Pemerintah Momor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara RI Momor 4138) ;

Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Megara RI Tahun 2004
Momor 90, Tambahan Lembaran Megara Rl Nomor 4418)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor
37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4540),

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rl Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomar
489, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4503},



19. Peraturan Pemerintah Momor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4574);

20, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran MNegara Rl Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Rl Tahun 2005
Momor 138, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran
Megara Rl Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Kauangan Daerah (Lembaran Megara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Momor 4578);

24, Peraturan Pemerintah Momor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Megara Rl Tahun 2005 Momor 150, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4585},

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI
Tahun 2006 MNomor 25 Tambahan Lembaran MNegara RI
Nomaor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rl
Momor 4737);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 30 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2008,

28. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2005 Momor 1) sebagaimana telah diubah
terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 18
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007
Nomor 18);

30, Peraturan Daerah Kota Palembang Momoer 2 Tahun 2007 tentang
Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Palembang Tahun 2007 Momor 2},

31. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Palembang kepada Partai
Politik (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
Dan

WALIKOTA PALEMEBANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan - PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG ANGGA-

RAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2008,



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, sebagai
berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.192.783.417.078,04

2. Belanja Daerah Rp. 1.280.214.175.391,04

)

SurplusiDefisit .......................... (Rp. 87.530.758.313,00 )

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 100.121.094.313,00
b. Pengeluaran Rp. 12.580.336.000,00
{-)

Pembiayaan Netto Rp. 87.530.758.313,00

)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagiman dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 155.456.158.148 -
b. Dana perimbangan sejumiah Rp. 821.597.604.095,-
¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumiah Rp. 115.720.654.835,04. -

{2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari janis pendapatan :
a. Pajak daerah sejumlah Rp. 58.700.000.000,-
b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 64.048.618.137 -
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah vyang dipisabkan sejumiah
Rp 8.000.000.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 23.707.538.011,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 187.081.064.095,-
b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 716.128.540.000,-
c. Dana alokasi khusus sejumiah Rp. 8.387.000.000,-

{(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaiman dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

Hibah sejumiah Rp. -

Dana darurat sejumlah Rp. -

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumliah Rp. 111.729.654.835.04,-

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumiah Rp. 4.000.000.000 -

Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnnya

sejumiah Rp. -

®ap oD



Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumiah Rp. 600.933.943.098 04
b. Belanja Langsung sejumiah Rp. 679.380.232 293 00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

(3)

(1)

(2)

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 566.506.193.098,04

b. Belanja bunga sejumiah Rp. -

¢. Belanja subsidi sejumlah Rp. -

d. Belanja hibah sejumlah Rp. 16.970.250.000,00

e, Belanja bantuan sosial sejumiah Rp. 16.457 500.000,00
f. Belanja bagi hasil sejumiah Rp. -

4. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. -

h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdini dari
jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumiah Rp. 124.500.935.019,00

b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 274.421.561.697,00

¢. Belanja modal sejumiah Rp. 280.457.735.577,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari
a. Penerimaan sejumiah Rp. 100.121.094.313,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 12.580.336.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a terdif dari

jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SILPA) sejumiah Rp. 85.230.758.313,00

. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -

. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp -

. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 1.580.336.000,00

. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp -
Penerimaan piutang daerah sejumilah Rp. 3. 300.000.000,-

bl I = = T =

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintan Daerah  sejumiah
Rp 10.000.000.000,-

c. Pembayaran pokok hutang sejumiah Rp. 1.000.000.000,-

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 1.590.336.000,00

Pasal 5

Uralan lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan APBD,
2. Lampiran Il Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;



3. Lampiran Il
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VIl
8. Lampiran VIII
9, Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran Xl

12. Lampiran XII
13. Lampiran X

[

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap
Daerah ;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset
lainnya.;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini.

Daftar dana cadangan daerah ; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,

Pasal &

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Mundangkan di Pal embang
pada tanpgal K== mg
SERFETARIS DAERAH

-

Ors. H. Marwan Haaman. M. 81

Ditetapkan di Palemba
pada tanggal 2l Janvavi 2008

A TA PALEMBANG,

H. EDDY ANA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KETPA PALFVEAMG

TAHUN 200 B

KOoMOR 2,



